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Mengingat:

BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA
NOMOR 1, -.*-r,, 2l1j

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
KAE}UPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012_2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA.IA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (l)
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kabupaten;
bahwa dalam rangka desentralisasi, Daerah diberi tugas,
wewenErng, kewajiban dan tanggung jawab menangani
urusan pemerintahan bidang kesehatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalsud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2012-2016.

a.

b.

c.

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4a4al;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2O04 Nomor f 26, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O08 Nomor 1Ol, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4874);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O63);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
pelayanan Publik (l,embaran Negara Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
s23al;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pen5n:sunan dan Penerapan Standar Pelayalan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O7 tentang
psrnlagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

1O. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2OO9 tentang Ke{asama Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan
(tembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20O9
Nomor 2, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 244);

I I . Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10
Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 8
Tahun 201O tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1l
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja



Utara Tahun 2O10 Nomor 11);

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun
20O8 tentang Pedoman Regionalisasi Sistem Rujukan
Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TORA"IA UTARA
TAHUN 2012-2016.

BAB I
KE"IENTUAN UMUM

Pasa-l I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah

Menteri Kesehatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta

Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepenlingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

6. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya
disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kine{a
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah
Kabupaten/Kota.

7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi
Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan
kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf
kesejahteraan rakyat.

8. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatlan
kemampuan sistem atau sarana dan prasarana,
kelembagaan, personil, dan keuangan untuk
melaksanakan fungsifungsi pemerintahan dalam rangka



\-,)

mencapai tujuan pelayanan dasar dan/ atau SPM
Kesehatan secara efelrtif dan efisien dengan menggunakan
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

(1) Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai
Standar Pelayanan Minimal (SPM).

(2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang
meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target
tahun 2012-2O16, yaitu :

a. pelayanan kesehatan ibu dan bayi :

1. cakupan kunjungan ibu hamil K4;
2. cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan ;

4. cakupan pelayanan nifas;
5. cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani;
6. cakupan kunjungan bayi ;

7. cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI);

8. cakupan pelayanan anak balita;
9. cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada

anak usia 6-24 bulan keluarga miskin;
1O. cakupan baiita, gzt buruk mendapat perawatan;
11. cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan

setingkat;
12. cakupan peserta KB aktif ;

13. cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit;

14. cakupan pelayanan kesehatal dasar masyarakat
miskin.

b. pelayanan kesehatan rujukan :

1. pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin;

2. cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus
diberkan sarana kesehatan (RS).
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c. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan
kejadian luar biasa/ KLB :

cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan epdemiologi.

d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat :

cakupan Desa Siaga Aktif .

(3) SPM kesehatan, indicator, dan target sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasa.l 3

Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan yang tidak
termasuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 4

(1) Bupati bertanggungiawab dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM
Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat(1) secara
operasional dikoordinir oleh Dinas Kesehatan.

(3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM
Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai
dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam
perencanazrn program pencapaian target Daerah.

(2) Standar Pelayanan Minimal da-lam perencanaan program
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan pedoman / standar teknis yang ditetapkan.

(3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan
untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan
Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD.



BAB V
PELAPORAN

Pasal 6

(1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja
penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada
Menteri Kesehatan.

(2) Laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bahan pembinaan dan pengawasan
teknis penerapan SPM Kesehatan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melaksanalcan monitoring dan evaluasi atas
penerapan SPM Kesehatan dalam rangka menjamin akses
dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evduasi penerapan dan pencapaian
SPM Kesehatan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 7
dipergunakan sebagai :

a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah
Daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan;

b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan
penerapan SPM Kesehatan; dan

c. bahan pertimbangan penilaian pelayanan untuk mencapai
SPM Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang
ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus
Daerah sesuai peraturan pemndang-undangan.

BAB VII
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 9

(1) Bupati melaksanakan dan menfasilitasi pengembangan
kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem,
kelembagaan, personal, dan keuangan di Daerah.



(2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) berupa pemberian orientasi
umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan,
dan/ atau bantuan lainnya meliputi :

a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan
untuk mencapai SPM Kesehatan, termasuk
kesenj angan pembiayaan ;

b. penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan
penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan;

c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan;
dan

d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehaan.
(3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis,

bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau
bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

mempertimbalgkan kemampuan kelembagaan, personal,
dan keuangan Daerah.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian
kinerja/ target, pelaporan, monitoring dan evaluasi,
pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem
informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang
merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan Daerah
dibebankan kepada APBD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasa,l 1 I

Pasal 12

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan di Daerah
dibantu oleh Inspektorat Daerah.

(1) Bupati melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan
pencapaian SPM Kesehatan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan men5rusun petunjuk teknis yang
diatur dengan Peratural Bupati.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua
peraturan yang berkaitan dengan SPM Kesehatan dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 20 Sept enb er 2J13

BU TORAJA UTARA,

FRED RIK RRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 21 se.t eriir er zo13

EKR S DAERAH
KAB RAJA UTARA,

tsI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN 2013 NOMOR r0

SEKDA 
I



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORA"'A UTARA
NOMOR 16 ir.L:L:. 2011 ,Jan3;a1 2C Septenber 2Olj
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN TORA.'A UTARA TAHUN 2OII - 2OI5

STANDAR PELAYA.ITA.TT MINIMAL ( SPMI
IIABI'PATEN TOR.6"'A UTARA TAIIUil 2OI2 - 2016

TO I'NAIA'

tEr
ISESAI
TAnl}EI
DGq

.fAI'DAT
IAAIG
Trl,

XAB. TORA'A UTARA
TAETTIC 2011-a)15

TTRGET (%)

2()1I 2I)t2 2013 2(J11 2018

I 2 3 1 5 5 7 a I
I
,

BIDAI& PB;IAIAIqAN IIEa,E IATAI{
C€kupa.n pelaya.naa kes dasar

masyarakat Biskitr 2015 100 100 100 100 100 100

2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukatr

Pasien Diski!

2015 100 100 r00 100 100 100

3 Cakupa[ Pelayaoatr GaEat Daiurat Level I

yg hrs diberil@n RS di Kab
2015 100 100 100 100 100

I Jumlah Kunjunga.o Rawat Jalan Baru 2015 15 15 15 15 15 l5

5 Julrlah Kunjung6n Rawat Itrap 2015 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

a Pelayanan gangguan jhua 2015 15 15 15 15 15 15

7 Pelayanan Pera$atsn Kesehatan Masy. 2015 2,66 0 1,88 2 clc 2,44

a Upeya p€Ieysnen te-att. pendenteren 2015 0 ?5 80 85 90 95

9 Jarninafl Kesehatan Masyarakat 201.5 roo 85 a7 89 92 95

to Cakupan JPK Gakitr & rnasyarakat rentan 2015 100 100 100 100 100 100

7' Cskupan JKP pra bayar 2015 80 80 80 80 80 80

E
BII'AN BITIA EESEIIATAN
UAAIARABAT

t2 K4 2015 95 85 88 92 95 96

l3 Ibu h€mil dg koEplikas yg ditangani 80 45 60 70 80 8l

l4 Cakupan Persa.linaa Nakes 20t5 90 85 87 89 90 92

15 Cakupan Pelayansn ibu Nifas 2015 90 85 87 89 90 92

16 Cakupan Neonatal dg koEplikasi ditsE 2014 80 70 75 80 83 85

l7 Cakupan Kunjugan bayi 20t4 90 86 90 9t 92

l8 Cakupan pelayanan anak bdita 2014 90 8l 83 85 86 87

19 Cakupan pctrberiao MP-ASI

pada anak usia 6-24 bln Gakir

2015 100 100 100 100 100

20 C€kupa[ Gizi buru] metrdapat prwatatl 2015 100 100 loo 100 100

2l Cakupan Balita 6-59 bln dpt vlt. A 2015 a7 78 80 83 85 a7

22 Cakupan Bayi usia 0-6 bl.n dpt ASt Eklusif 2015 67 70 75 80 85

C€kupan Bumil dpa Fe 90 tablet 2015 97 a6 90 93 95 97

24 Cakupan RI ya.Dg kousuEsi gara.E beryodiuE 95 80 85 90 95

25 Cakupa! peojaringsn kes siswa SD dsD

s€thgkat

2014 100 95 96 97

26 C€kupa! peserta KB alftif 2014 70 63 64 65 70 70

Cakupan Desa Siaga aktif 20r5 80 40 55 70 75 80
2a PHBS ruEeh tangga 2015 80 60 65 70 60
29 Posya[du purnaEa 2015 40 30 35 40 45 50
30 Upaya penyululon NAUA dan

HIV / AIDS oleh f'etugas

2015 l5 15 I5 15 15 15

IE BIDAN, PP;UDERAJMIAAAN P&llTAtxI
DAN PENTTF;EATAN Il,*IEt,tGAN F2e4
C€lmpatr desa/ keluraharl UCI 2014 90 95 loo 100 100

100

2015

a7

100

100

85

2015

94

roo



N.AB. TORI.'A UTARA

TARGET f/O)
SITAIDAN

TAAIO.
f,AI. 2()ll 2.)t2 2(l11 2()15

TET
(8G8rr^r
TARGISI
rDoal

ro IrRJu Jl

I 5 5 7 a 93I 2

>2 >2 >2 >22014 100

cskupaD peaeEuan dall penarrgaaan

peudedta penyakit :

A. AFP

8020t4 100 60 70 90 100b. Penemuan periderita pneutuoDia

80 90 100c. Its Paru (+) 20t4 90 85 95

100 100 100d. Diare 20t4 100 100

20r4 100 100 r00 100 100 100C, DBD

2015 100 100 100 100 100 10033
Cqkupan Desa/Kelurahan mengFlami KLB yg
dilakukan penyidikaD epidemiologi < 24 jaE

62 63 65 70 7534 Pelayanan Keslitrg : institusi yg dibiaa

35 Pen8apassa tempat-teopat uEuE ya[g

memeEu.hi ayarat kesehata.n

2014 85 65 70 80

2014 67 6336 Perseotas€ penduduk yeD.g Eemiliki akses

terhadap eir minrlm yatrg berkualitas

64 66 67 68

37 Pefsentase kualitas air minuE yaat

lnemenuhi syarat

2014 100 75 80 a2

38 Pers€ntas€ penduduk ysnS mengunekan

jamban s€hat

2014 67 75 78 80 a2

39 perseatase peDduduk Stop BABS 2074 100 78 80 82 85 90

40 Pers€otase cakupsa rumah ysrxg m€@€nuhi

sJrarat kes€hata!

20t4 85 62 65 70 75 80

41 Persentas€ c€kupo[ flrmah yang meeeouhi

s]'arat kesehata[

201.4 75 60 65 70 72 75

42 JuElah desa yang roelaksnqkeq STBM 2014 20.OOO Desa 4 4t 30 75 80

I

Y
tt3AG' HUKUiri'l

BU RAJA UTARA,

FREDE K RRING

2013

100

75 85
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